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BAB 1 

PENDAHULUAN 
  

1.1. Latar Belakang  

Anak adalah anugerah yang didambakan setiap pasangan suami istri, 

bahkan tidak sedikit pasangan suami istri yang rela melakukan berbagai upaya 

untuk memperoleh anak. Anak juga merupakan amanah yang harus dijaga, 

diasuh, dan dididik oleh orang tua sehingga menjadi generasi penerus bangsa 

yang memberikan manfaat bagi orang lain dan mendoakan orang tuanya. Anak 

adalah makhluk sosial seperti juga orang dewasa. Anak membutuhkan orang lain 

untuk dapat membantu mengembangkan kemampuannya, karena anak lahir 

dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain anak tidak mungkin dapat 

mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Anak sebagai pribadi yang masih 

bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan.1  

Belakangan ini sering banyak bermunculan kasus kekerasan terhadap anak 

terkhusus wilayah hukum kota Tanjungpinang yang dalam hal ini penulis 

memfokuskan pada kasus yang terjadi di tahun 2021 dengan data yang 

didapatkan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan 

Pemberdayaan masyarakat Kota Tanjungpinang yang menunjukkan  bahwa asih 

terdapat kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi dengan data sebagai 

berikut:2 

 
1 Ario Ponco Wiguno, Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana 

Kesusilaan, Jurnal Ilmu Hukum,(Volume 1, Tahun 2013), hlm.5 
2 Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan anak dan Pemberdayaan masyarakat Kota 

Tanjungpinang Tahun 2021 (Deskripsi lainnya sebagai bentuk perbuatan salah seperti 

ketidakadilan dan eksploitasi) 
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Tabel 1.1 : Kasus Kekerasan di Kota Tanjungpinang Tahun 2021 

Fisik Psikis Seksual TPPO Penelantaran Lainnya 

16 9 22 1 6 12 

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan anak dan Pemberdayaan masyarakat 

Kota Tanjungpinang Tahun 2021 

 

  Fakih M mengatakan bahwa kekerasan terhadap anak adalah semua 

bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan 

seksual, pelalaian, eksploitasi komersial atau eksploitasi lain yang 

mengakibatkan cedera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan 

anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak, atau martabat anak yang 

dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan, atau 

kekuasaan. Jadi, child abuse atau kekeasan terhadap anak ialah suatu tindak 

kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa yang seharusnya bertanggung 

jawab terhadap keamanan dan kesejahteraannya, baik itu kekerasan fisik 

maupun mental yang berakibat pada kerusakan/ kerugian lahir dan batin, dan 

dikhawatirkan akan berpengaruh pada tumbuh kembang anak di masa 

depannya.3 

Seiring berkembangnya zaman kekerasan yang biasa dilakukan oleh orang 

dewasa, kini tak jarang anak yang melakukan  sebuah tindak pidana kekerasan 

itu sendiri, sehingga bisa dijatuhi pidana, sebagaimana Pemidanaan sendiri dapat 

diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam 

hukum pidana, pada dasarnya pidana dijatuhkan supaya seseorang yang telah 

terbukti berbuat kejahatan tidak lagi mengulanginya serta orang lain takut 

 
3 Lu'luil Maknun, Kekerasan terhadap Anak yang dilakukan oleh Orang Tua Child 

Abuse, Jurnal Madrasah,(Volume. 3, No. 1, Oktober 2017), hlm.7 
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melakukan kejahatan serupa. 4 Ketika anak yang menjadi pelaku sebuah tindak 

pidana maka menggunakan system peradilan anak sebagaimana yang bisa dilihat 

didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak.5 Tujuan sistem Peradilan pidana sesuai dengan Undang-Undang 

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah untuk menjaga harkat dan martabat anak, 

dimana anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan 

hukum dalam sistem peradilan, oleh sebab itu sistem peradilan pidana anak tidak 

hanya ditekankan pada penjatuhan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana 

saja, melainkan juga difokuskan pada pemikiran bahwa penjatuhan sanksi 

dimaksudkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak 

pidana.6 Di dalam proses penjatuhan pidana dan pemidanaan terdapat perbedaan 

antara orang dewasa dan anak-anak, terhadap orang dewasa antara lain tunduk 

sepenuhnya kepada KUHAP dan peraturan pelaksanaanya.  

Bagi anak aturan yang mengatur tercantum didalam dalam Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam 

Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak, yang menyebutkan bahwa Pidana pokok bagi anak 

terdiri atas:7 

 

 
4 Nandang Sambas, Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Bandung, Graha Ilmu,2013), 

hlm.9 
5 M. Alvi Rizki Ilahi, Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Pelaku Tindak 

Pidana, Jurnal Of Criminal Law,(Volume 1, Nomor 2, Tahun 2020), hlm.10 
6 Yunita Ironi Koy, Sanksi Pidana Pelatihan Kerja Bagi Anak Dalam Undang Undang 

System Peradilan Anak, Jurnal ilmiah pendidikan pancasila dan kewarganegaraan,(Volume 6, 

Nomor 1 tahun 2019), hlm.12 
7  Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan 

Anak 
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a. Pidana Peringatan  

b. Pidana dengan syarat  

1) Pembinaan di Luar Lembaga  

2) Pelayanan Masyarakat  

3) Pengawasan  

c. Pelatihan Kerja  

d. Pembinaan dalam Lembaga 

e. Penjara 

Kasus terbaru yang terjadi di wilayah hukum Kota Tanjungpinang tahun 

2022 yakni putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg dengan anak sebagai 

pelaku kejahatan yang dalam hal ini ialah kekerasan, pada kasus ini anak 

melakukan sebuah tindak pidana kekerasan sesama anak yang dalam hal ini ialah 

teman perempuannya yang bermula pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 

sekira Pukul 17.00 wib, anak menunggu Anak Korban pulang kerja di samping 

percetakan garasi km. 8 Jl. Di. Panjaitan Kota Tanjungpinang, anak ingin 

meminjan Hanphone anak korban, namun pada saat itu Handphone anak korban 

mati, karena kesal anak tetap memaksa ingin meminjam handphone milik anak 

korban hingga anak emosi dan melakukan kekerasan terhadap anak korban 

dengan cara memukul anak korban dengan menggunakan tangannya hingga 

mengenai bibir kiri atas anak korban hingga berdarah.8 

 

 
8 Putusan Makhamah Agung.go.id,Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Tpg, Diakses 

pada 17 Agustus 2022, https://putusan3.mahkamahagung. go.id/pengadilan/profil/ pengadilan/pn-

tanjung-pinang.html 
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Pada kasus yang diputuskan pada 17 Mei 2022 memutuskan bahwa Anak 

tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 

pidana Kekerasan terhadap Anak, menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan 

pidana diluar lembaga yaitu pembinaan kepribadian pelatihan kerja minimal 3 

(tiga) kali dalam seminggu dengan laporan dari Bapas Kelas II Tanjungpinang 

yang tercatat pada rumah singgah tepak sirih yang beralamat di 

KecamatanTanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang dan Pelayanan 

Masyarakat di Mesjid Al Muhajirin No. 11 Kemboja Kecamatan Tanjungpinang 

Barat Kota Tanjungpinang selama 8 (delapan) bulan.  

Pelatihan kerja sendiri merupakan pidana yang dimaksudkan untuk 

memberikan pengalaman dan pelatihan skill setelah melakukan pidana penjara 

jenis pemidanaan ini juga diharapkan mampu untuk membangun serta 

membentuk kembali karakter anak yang telah melakukan tindak pidana agar 

timbul efek jera dan membuat pelaku mendapatkan pengetahuan skill.9 

Sedangkan di dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa “Pidana pelayanan 

masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik Anak dengan 

meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif”. 

Kemudian dijelaskan lebih lanjut didalam Pasal 76 ayat (3) “Pidana pelayanan 

masyarakat untuk Anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 

120 (seratus dua puluh) jam”. 10  

 
9 Eka Rose Indrawati, Pelatihan Kerja Sebagai Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang 

Berkonflik Dengan Hukum, Rechtidee, (Volume 13, Nomor 1, Juni 2018), hlm.17 
10 Pasal 76 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak 
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Pada putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg menerapkan dua 

pidana pokok pada anak yakni pelayanan masyarakat dan pelatihan kerja yang 

masih berlangsung, dalam pidana pelayanan masyarakat hakim dalam 

putusannya menghukum anak selama 8 bulan, namun pada faktanya pidana 

pelayanan masyarakat yang dijatuhkan tidak diterapkan11, padahal sejatinya apa 

yang diputuskan hakim haruslah dijalankan oleh pelaku yang diberi hukuman.  

Berdasarkan data fakta diatas menjadi hal yang menarik untuk penulis 

teliti dengan memfokuskan penelitian pada pelaksanaan hukuman pidana 

pelayanan masyarakat yang tidak terjalankan serta apa yang menjadi faktor tidak 

terlaksananya pidana pelayanan masyarakat tersebut . Oleh karena itu penulis 

hendak melakukan sebuah penelitian dengan judul “ Analisis Pelaksanaan 

Penjatuhan Pidana Pelayanan Masyarakat Terhadap Anak Yang 

Melakukan Tindak Pidana Kekerasan (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus-

Anak/2022/PN Tpg)”. 

 

1.2. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana pelaksanaan pidana pelayanan masyarakat terhadap anak 

yang melakukan tindak pidana kekerasan berdasarkan Putusan Nomor 

6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg?  

2. Apa yang menjadi faktor penghambat tidak terlaksananya pidana 

pelayanan masyarakat terhadap anak yang melakukan tindak pidana 

kekerasan berdasarkan Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg? 

 
11 Wawancara Bersama Ketua Pengurus Masjid Al-Muhajirin, Pada Hari Selasa 1 

November Di Mesji Al-Muhajirin, Pukul 19:00 WIB 
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1.3.  Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pidana pelayanan 

masyarakat terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan 

berdasarkan Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg 

2. Untuk mengetahui faktor penghambat tidak terlaksananya pidana 

pelayanan masyarakat terhadap anak yang melakukan tindak pidana 

kekerasan berdasarkan Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg 

 

 

1.4.  Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan rujukan untuk para 

pembaca tentang bagaimana pelaksanan hukuman yang diberikan hakim 

terhadap pelaku tentang pidana pokok pada anak yang terfokus pada 

pidana bersyarat yakni pidana pelayanan masyarakat sebagaimana yang 

tercantum dalam aturan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak 

serta menjadi rujukan kepada para pembaca mengenai apa yang menjadi 

faktor tidak terlaksananya pidana pelayanan masyarakat terhadap anak 

yang melakukan tindak pidana kekerasan berdasarkan Putusan Nomor 

6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg agar dapat dicontoh sehinngga tidak terjadi 

lagi tidak terlaksananya hukuman pelayanan masyarakat.  
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1.4.2. Manfaat Praktis  

Manfaat praktis yang akan didapatkan dari hasil penelitian ini 

diharapkan menjadi referensi atau bahan mahasiswa dalam bentuk buku 

atau jurnal khususnya bagu mahasiswa hukum pidana, serta penulis 

berharap penelitian ini bermanfaat bagi pembaca mengenai bagaimana 

pelaksanan hukuman yang diberikan hakim terhadap pelaku tentang pidana 

pokok pada anak yakni pelayanan masyarakat sebagaimana yang 

tercantum dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak serta 

faktor tidak terlaksananya pidana pelayanan masyarakat terhadap anak 

yang melakukan tindak pidana kekerasan berdasarkan Putusan Nomor 

6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg. 

  


